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KEPALA DESA KERTAYASA

PERATURAN DESA KERTAYASA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERTAYASA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa sebagaimana pasal 42 ayat (4) Peraturan Bupati
Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, bahwa perubahan APB Desa sebagaimana
huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai
Perubahan APB Desa dan tetap berpedoman kepada RKP
Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APB Desa) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
yang diubah ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
yang tentang SOTK Pemerintah Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
tentang Administrasi Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan
Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
530);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik
Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
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2021 Nomor 252);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1000y;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024
tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 753);

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1083);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa;

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir
Kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 374);

Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan
Dalam Mendukung Swasembada Pangan;

Surat Edaran Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025
tentang Juknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan
Kopdes Merah Putih;

Surat Edaran Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025
tentang Percepatan Musyawarah Desa Khusus Untuk
Persetujuan Dukungan Pengembalian Pinjaman Koperasi
Desa Merah Putih;

Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025
tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah
Putih;

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.343-
DPM-DESA/2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Keuangan Kepada Desa Untuk Kegiatan Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran
2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun
2015 tentang Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun
2015 tentang Perangkat Desa;
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Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pemilihan Kepala Desa,;

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun
2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun
2019 tentang Badan permusyawaratan Desa (BPD);
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun
2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor
50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Ketentuan Tata Naskah Dinas Desa di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Panduan Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas
Desa/Kelurahan;

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kuningan;
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kuningan;
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang
Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa;

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa;

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 250 Tahun 2022 tentang
Mekanisme Penetapan Warga Masyarakat Kabupaten
Kuningan yang Masuk Kategori Miskin;

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 367 Tahun 2022 tentang
Tata Kelola Sistem Informasi Desa Menuju Desa Cerdas
(Smart Village) di Kabupaten Kuningan;

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2023 tentang
Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Untuk
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2024 tentang
Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan
Pelaporan Alokasi Dana Desa,;

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2024 tentang
Manajemen Perangkat Desa;

Keputusan Bupati Kuningan Nomor
900.13.1/814/Bappenda tentang Alokasi Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa Tahun
Anggaran 2025;

Peraturan Desa Kertayasa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan
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Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Kertayasa Tahun 2020 Nomor 001);

60. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa
(Lembaran Desa Kertayasa Tahun 2020 Nomor 002);

61. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Kertayasa Tahun 2024
Nomor 004);

62. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 6 Tahun 2024 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kertayasa
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kertayasa Tahun
2024 Nomor 006);

63. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 8 Tahun 2024 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
Kertayasa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kertayasa
Tahun 2024 Nomor 008);

64. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Kertayasa Tahun
2025 Nomor 001);

65. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Penyertaan Modal kepada BUMDesa (Lembaran Desa
Kertayasa Tahun 2025 Nomor 002);

66. Peraturan Kepala Desa Kertayasa Nomor 6 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Kertayasa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa
Kertayasa Tahun 2024 Nomor 006);

67. Peraturan Kepala Desa Kertayasa Nomor 1 Tahun 2025
tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Perkiraan
Desa Kertayasa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa
Kertayasa Tahun 2025 Nomor 001);

68. Peraturan Kepala Desa Kertayasa Nomor 2 Tahun 2025
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa) Kertayasa sebelum perubahan
Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Kertayasa Tahun 2025
Nomor 002);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAYASA

Dan
KEPALA DESA KERTAYASA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTAYASA TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa

a. Semula Rp. 1,901,425,172.00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 81,571,594.00
Jumlah Pendapatan setelah Rp. 1,982,996,766.00
Perubahan
2. Belanja Desa
a. Semula Rp. 1,652,626,282.30
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 81,571,594.00
Jumlah belanja setelah Rp. 1,734,197,876.30
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perubahan
Surplus/(Defisit) setelah Rp. 248,798,889.70
perubahan
3. Pembiayaan
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp. 4,601,110.30
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00
Jumlah penerimaan Rp. 4,601,110.30
Setelah perubahan
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rp. 253,400,000.00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00
Jumlah pengeluaran Rp. 253,400,000.00
Setelah perubahan
Selisih Pembiayaan (3.1 — 3.2) Rp. (248,798,889.70)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Rp. 0.00
Anggaran
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa
Kertayasa.

amdi : Desa Kertayasa
BEaN 31 Oktober 2025
ASA KERTAYASA

)

Diundangkan di Desa Kertayasa
Pada tanggal : 31 Oktober 2025

RIS; DESA KERTAYASA
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